KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. SANGGAU

TANDA BUKTI PERUBAHAN DATA SEKOLAH

Sehubungan dengan perubahan data informasi sekolah untuk:

NPSN:

NSS:

Nama Sekolah:
Jenjang:

Status:

Propinsi:

Kota:

Kecamatan:
Kelurahan:

Alamat:

NIP Kepala Sekolah:
Nama Kepala Sekolah:
Jumlah Ruang Kelas:

30109957

SMKN 01 BALAI
Sekolah Menengah Atas
Kejuruan Negerl
Kalimantan Barat

Kab. Sanggau

Balai

Hilir

JI. Bakung Desa Hilir Kec. Balai
197310152002121003
YAN, SP.

0

Maka telah kami lakukan perubahan data informasi sekolah dengan kode validasi:

Kode Validasi:

F2F7824
Kab. Sanggau, 27 Juli 2011

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Sanggau menyatakan dokumen inl sah sebagai bukti
PERUBAHAN DATA INFORMASI SEKOLAH.
Kode validasi menjadi kode bukti transaksi ke sistem Data Pokok Pendidikan Nasional.
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[SALINAN o

BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU | ¥
NOMOR /81 TAHUN 2011 ‘

TENTANG -

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMJ;() NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU w

BUPATI SANGGAU : o
AMenimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendldlkan Menengah dan
meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
dipandang perlu * menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri di Kabupaten Sanggau; L :
" | '
’\' . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagalmana huruf a ,
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati. | LB I
@
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Qaerah.Tingkat Il
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Norr|‘|or 352) sebagai °,
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

.
| ] a

®
)

°2.  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasmnal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomqr 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

\
|
|

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

\') Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan|Lembaran Negara
2 Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran,] Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSIa

4 Nomor 4844);  °

@ ¢

4. Undang-Undang Nomor 303 Tahun 2004 tentang Perimbangan| Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
’ " Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No'r\or 4438);

S.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubah‘an Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Me Iengah (Lembaran
" Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan|Lembaran Negara
. Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar N]asional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
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[—— i 7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

P Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); E

" 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daeralh Provinsi dan
pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non?or 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 200{7 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sanggau; ‘

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;

tentang Anggaran

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau;

|

12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran

|
6 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau. !
. |
MEMUTUSKAN ‘
Menetapkan '
|
KESATU : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negen di Kabupaten
Sanggau, nama dan lokasi sekolah sebagaimana dlmaksud tercantum dalam lampiran
keputusan ini. [n
KEDUA :  Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negen di Kabupaten
Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran
2011/2012. : .
KETIGA :  Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja ?ekolah Menengah’
Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam
keputusan sendiri.
i
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011. l
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkandi Sanggau
pada tanggal 14 Maret 2911
BUPATI SANGGAU
TTD
Untuk sali ng syah sesuai dengan aslinya H. SETIMAN H. SUDIN

b‘ma Utama Madya

\\.‘J
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l'“'“l’.‘"“" H Keputusan Bupati Sanggau

Nomor : 81 Tahun 2011
Tanggnl ) 14 Maret 2011

Tentang : _ Pembukann Kelembagaan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Nq,crl

di Kabupaten Sanggau,

|
|

Kabupaten Sanggau

o

o LOKASI
e
NO NAMA SEKOLAI KECAMATAN DESA li(E TERANGAN
¢ |
1. | SMK Negeri 1 Balai Balai Hilir

|

' Ditetapkandi Sangg a u

* ) pada tanggal 14 Maret 2q11
. BUPATI SANGGAU - |
s
7D :
» Untuk sat syah sesuai dengan aslinya H. SETIMAN H. SUDIN
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